
BUPATI SUMENEP 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMENEP 
NOMOR 1 ~ TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT TAGIHAN PAJAK 
DAERAH, SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 

DAN SURAT KETERANGAN NILA! JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan maka 
diperlukan pendapatan negara dari sektor pajak, 
demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tertib 
dan berkeadilan; 

b, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, 
keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib 
Pajak khususnya dalam Tata Cara Penerbitan dan 
Penyampaian SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya 
ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata 
Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Salinan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat 
Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or 140, C 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiat>f 
Nomor 4578); · · 



Menetapkan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor !); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 5); 

15. Peraturan Supati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 (Serita 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 85). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT 
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT 
KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT TAGIHAN 
PAJAK DAERAH, SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN 
PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETERANGAN NILAI 
JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sumenep; 
3. Bupati adalah Bupati Sumenep; 
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKAD ada!ah 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Sumenep; 



5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerab adalah Kepala Badan Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Sumenep; 

6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terntang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat; 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
yang selanjutnya disebut dengan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/ a tau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk 
sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan; 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
Kabupaten Sumenep; 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau 
perairan pedalaman dan/atau laut; 

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau 
NJOP pengganti; 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap; 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun 
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan pernndang-undangan 
perpajakan daerah; 



I 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan 
untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang 
kepada Wajib Pajak; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya· 
disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan yang 
meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar; 

17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
pajak PBB dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah; 

18.Jelas adalah agar penulisan data yang diminta dalam 
SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan 
Pemerintah Daerah maupun Wajib Pajak sendiri; 

19. Benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai 
dengan data yang sebenarnya, seperti luas tanah 
dan/ atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan 
seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan 
yang ada pada SPOP; 

20. Lengkap adalah semua item yang ada diisi sesuai 
dengan kondisi subjek dan objek pajak; 

21. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana 
lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan 
atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap 
nama atau tanda lainnya sebagai pengganti 
tandatangan; 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB yang selanjutnya 
disingkat STPD PBB adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda; 

23. Cetak Massa! SPPT adalah pencetakan SPPT yang 
dilakukan secara masal dalam wilayah 
desa/kelurahan tertentu; 

24. Fasilitas Umum adalah objek pajak milik pemerintah 
yang diadministrasikan dalam basis data PBB. 



BAB II 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG 

Bagian Kesatu 
Penerbitan SPPT, STPD dan SKPDKB PBB-P2 

Pasal 2 

(1) SPPT PBB-P2 diterbitkan pada setiap tahun pajak. 
(2) Kepala BPPKAD berwenang untuk menerbitkan 

SPPT PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2. 
(3) Penerbitan SPPT berdasarkan data yang tersedia 

pada basis data di SISMIOP dan/ atau BPPKAD 
dan/ atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan 
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 

(4) SKPD diterbikan dalam ha! sebagai berikut : 
a. apabila SPOP dalam ha! pendataan aktif tidak 

disampaikan dalam jangka waktu 30 (Tiga 
puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP 
dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala 
Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; atau 

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau 
keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang 
lebih besar dari jumlah pajak yang terhitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak. 

(5) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD 
tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo 
pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (Dua 
persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 3 

Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau 
secara individu. 
Penerbitan SPPT 
pada awal tahun 
pajak. 

secara 
pajak 

massal 
untuk 

dilaksanakan 
semua objek 

Penerbitan SPPT secara 
permohonan Wajib Pajak. 

individu dilakukan atas 

Pasal 4 

( 1) Penerbitan SPPT secara individu dapat berupa : 
a. SPPT objek pajak baru; 
b. SPPT mutasi; 
c. SPPT pembetulan; atau 
d. SPPT salinan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan 
petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala 
BPPKAD. 



Bagian Kedua 
Tata Cara Penerbltan SPPT dan Penyampaian SPPT 

Pasal 5 

( 1) Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur 
sebagai berikut : 
a. berdasarkan SPOP Kepala BPPKAD menerbitkan 

SPPT; 
b. SPPT PBB-P2 ditetapkan dan/atau diterbitkan di 

awal tahun masa pajak secara massal; 
c. SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan 

ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk; 

d. SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui : 
1. Pencetakan massal; 
2. Pencetakan dalam rangka: 

a) Pembuatan salinan SPPT PBB-P2; 
b) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak 

lanjut atas keputusan keberatan, 
pengurangan atau pembetulan; 

c) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak 
baru dan 

d) Mutasi objek dan/atau subjek pajak. 
e. dalam rangka meningkatkan efisiensi 

pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait 
dengan penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat 
dilakukan dengan : 
I. cap dan tanda tangan basah, untuk 

ketetapan pajak di alas Rp. 2.000.000,00 
(dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan 
paraf Kepala Bidang yang membidangi; 

2. cap dan cetakan tanda tangan untuk 
ketetapan pajak di bawah Rp. 2.000.000,00 
(dua juta rupiah). 

f. BPPKAD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan 
Pajak (DHKP) PBB P2; 

g. sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan 
penelitian data SPPT dengan data Daftar 
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); 

h. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh 
petugas BPPKAD dan atau petugas 
kelurahan/desa; 

1. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti 
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal 
diterima SPPT terse but; 

J. tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar 
dalam pelaksanaan penagihan; 

k. Kelurahan/Desa wajib membuat laporan 
penyampaian SPPT melalui Kecamatan secara 
berkala kepada BPPKAD Kabupaten Sumenep; 

l. SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke wajib 
pajak paling lambat 3 bulan sejak SPPT 
ditetapkan; 



m. SPPT PBB-P2 bukan bukti kepemilikan hak dan 
tidak bisa dipergunakan sebagai dasar 
penyelesaian sengketa tanah. NJOP hanya 
digunakan untuk perhitungan PBB-P2. 

(2) Bentuk, dan 1s1 formulir SPPT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!), tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD 

Pasal 6 

(I) Taha pan Pen er bi tan dan Penyampaian SKPD diatur 
sebagai berikut : 
a. apabila wajib pajak tidak mengisi dan 

menyampaikan SPOP atau berdasarkan 
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata 
jumlah PBB-P2 terhutang kurang dibayar, maka 
ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan 
oleh Kepala Badan dengan diterbitkan SKPD; 

b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak pemeriksaan selesai; 

c. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan. 

(2) Bentuk dan 1s1 formulir SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 7 

(!) Tahapan penerbitan dan penyampaian STPD diatur 
sebagai berikut : 
a. BPPKAD Kabupaten Sumenep menerbitkan 

STPD apabila pajak yang terhutang : 
1. tidak atau kurang dibayar; 
2. terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan 
3. terdapat kekurangan pembayaran sebagai 

akibat adanya sanksi administrasi berupa 
denda dan atau bunga. 

b. STPD disampaikan kepada wajib pajak oleh 
BPPKAD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja 
sejak diterbitkan. 

(2) Bentuk dan 1s1 formulir STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 



Bagian Kelima 
Penyampaian SPPT dan Tanggal Jatuh Tempi 

Pembayaran Pajak 

Pasal 8 

(I) Penyampaian SPPT dapat dilakukan secara langsung 
kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas 
tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa. 

(2) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan 
SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPf 
terse but. 

Pasal 9 

( 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang 
ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan sejak ditetapkannya SPPT. 

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang 
dituangkan dalam SPPT. 

(3) Penundaan Tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang 
dengan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi. 

Bagian Keenam 
Pembetulan clan Pembatalan SPPT 

Pasal 10 

(I) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau 
secara jabatan dapat membetulkan a tau 
membatalkan SPPT sebagai akibat dari penerbitan 
SPPT yang tidak benar. 

(2) Pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak benar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disebabkan 
antara lain : 
a. SPPT ganda; 
b. objek pajak tidak ada; 
c. objek pajak/ subjek pajak yang dinyatakan batal 

demi hukum; dan/atau 
d. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan 

pajak. 



Bagian Ketujuh 
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Pembatalan 

Ketetapan SPPT 

Paragraf 1 
Persyaratan Penerbitan Pembatalan Ketetapan SPPT 

Pasal 11 

(I) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis atas 
penerbitan pembatalan ketetapan SPPT kepada 
Kepala BPPKAD dengan mengisi formulir yang telah 
disediakan. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilaksanakan secara perseorangan atau 
kolektif. 

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan melalui desa/kelurahan. 

Pasal 12 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dilampiri dengan persyaratan administrasi antara lain : 
a. fotocopy identitas pemohon; 
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; 
c. SPPT asli tahun yang bersangkutan; dan 
d. surat pengantar dari kepala desa/kelurahan 

setempat. 

Paragraf2 
Prosedur Penerbitan Pembatalan Ketetapan SPPT 

Pasal 13 

(1) Kepala BPPKAD melakukan penelitian berkas 
pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau 
meminta dokumen penunjang selain yang 
dipersyaratkan. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
Kepala BPPKAD untuk mengabulkan atau menolak 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diberikan : 
a. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 

diterimanya permohonan secara lengkap dan benar 
bagi permohonan pembetulan SPPT; atau 

b. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterimanya permohonan secara lengkap dan benar 
bagi permohonan pembatalan SPPT. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) telah terlampaui dan tidak ada suatu 
keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. 



Pasal 14 

Apabila Kepala BPPKAD yang mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka 
ditetapkan dengan Keputusan Kepa!a BPPKAD . 

Bagian Kedelapan 
Penerbitan SPPT Secara Individu 

Pasal 15 

(1) SPPT objek pajak baru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a, diterbitkan apabila objek 
pajak belum terdaftar. 

(2) Kondisi objek pajak belum terdaftar disebabkan 
antara lain : 
a. adanya perubahan alam; 
b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau 
c. adanya perubahan administrasi pemerintahan. 

Pasal 16 

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) 
diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak. 

Paragraf2 
SPPT Mutasi 

Pasal 17 

(1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b diterbitkan apabila terdapat perubahan data 
objek pajak dan/atau subjek pajak. 

(2) Perubahan data objek pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) disebabkan adanya pemecahan 
dan/ atau penggabungan objek pajak. 

(3) Perubahan data subjek pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disebabkan adanya peralihan hak 
antara lain karena waris, jual beli atau hibah. 

Paragraf3 
SPPT Pembetulan 

Pasal 18 

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf c diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 



Paragraf4 
SPPT Salinan 

Pasal 19 

SPPT salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf d diterbitkan, apabila SPPT wajib pajak rusak atau 
hilang. 

Bagian Kesembilan 
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SPPT 

Secara Individu 

Paragraf 1 
Persyaratan Penerbitan SPPT Secara Individu 

Pasal 20 

(I) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis atas 
penerbitan SPPT secara individu, kepada Kepala 
BPPKAD dengan mengisi formulir yang telah 
disediakan. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) dapat dilaksanakan secara perseorangan atau 
kolektif. 

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan melalui desa atau kelurahan. 

Pasal 21 

Permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dilampiri dengan persyaratan administrasi, antara lain : 
a. SPPT objek pajak baru : 

1. fotocopy identitas pemohon; 
2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; 
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap 

dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya; 

4. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah ; dan 
5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat 

keterangan dari desa atau kelurahan apabila 
terdapat bangunan pada objek pajak. 

b. SPPT mutasi objek/subjek pajak: 
1. fotocopy identitas pemohon; 
2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; 
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap 

dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya; 

4. fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan; 
5. fotocopy bukti pelunasan PBB dan 
6. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah/ foto 

kopi dokumen peralihan hak. 



c. SPPT pembetuJan : 
1. fotocopy identitas pemohon; 
2. surat lruasa bagi yang diberi kuasa; 
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap 

dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya; 

4. fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan 
bukti pelunasan PBB; dan 

5. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah. 
d. SPPT salinan : 

1. fotocopy identitas pemohon; 
2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; 
3. fotocopy SPPT tahun sebelumnya; dan 
4. bukti pelunasan PBB. 

Paragraf2 
Prosedur Penerbitan SPPT Secara Individu 

Pasal 22 

(!) Kepala BPPKAD melakukan penelitian berkas 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Organisasi Perangkat Daerah dalam meJaksanakan 
penelitian berkas permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (!) dapat meJakukan peninjauan 
ke lokasi dan/ a tau meminta dokumen penunjang 
selain yang dipersyaratkan. 

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk 
mengabulkan a tau menolak permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diberikan : 
a. paling Jama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggaJ 

diterimanya permohonan secara lengkap dan benar 
bagi permohonan salinan SPPT; 

b. paling lama I (satu) bulan sejak tanggaJ 
diterimanya permohonan secara lengkap dan benar 
bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru; 
atau 

c. paling Jama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya permohonan secara lengkap dan benar 
bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak; 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) teJah terlampaui dan tidak ada suatu 
keputusan, maka permohonan dianggap dikabuJkan. 

Pasal 23 

(I) Dalam ha! Keputusan Kepala BPPKAD mengabulkan 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (3) digunakan sebagai dasar : 
a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada 

Kepala BPPKAD; atau 



b. penerbitan SPPT secara individu. 
(2) Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah 

mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, diwujudkan dalam 
bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat 
keterangan NJOP. 

(3) Apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dan huruf c, maka 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPKAD. 

Bagian Kesepuluh 
Surat Keterangan NJOP 

Pasal 24 

(!) Surat Keterangan NJOP diterbitkan Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah berdasarkan permohonan tertulis 
subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya untuk : 
a. Objek PBB-P2 selain fasilitas umum sebelum cetak 

massal SPPT; atau 
b. Objek PBB-P2 fasilitas umum. 

(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (!) huruf b adalah objek pajak milik Pemerintah 
yang diadministrasikan dalam basis data PBB. 

(3) Bentuk dan isi surat keterangan NJOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesebelas 
Persyaratan dan Prosedur Penerbitan 

Surat Keterangan NJOP 

Paragraf 1 
Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan NJOP 

Pasal 25 

(!) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis atas 
penerbitan surat keterangan kepada Kepala BPPKAD 
dengan mengisi formulir yang telah disediakan. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan secara 
perseorangan atau kolektif. 

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diajukan melalui desa atau kelurahan. 

Pasal 26 

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
dilampiri dengan persyaratan administrasi meliputi, 
antara lain : 
a. fotocopy identitas pemohon; 
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa; 



c. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah; 
d. fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan 

bukti pelunasan PBB; dan 
e. Surat Keterangan dari Desa atau Kelurahan. 

Paragraf2 
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan NJOP 

Pasal 27 

(!) Kepala BPPKAD melakukan penelitian berkas 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/ a tau 
meminta dokumen penunjang selain yang 
dipersyaratkan. 

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk 
mengabulkan atau menolak permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara 
lengkap dan benar bagi permohonan Surat 
Keterangan NJOP. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) telah terlampaui dan tidak ada suatu 
Keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan. 

Pasal 28 

Apabi!a Kepala BPPKAD mengabulkan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), maka 
diwujudkan dalam bentuk penerbitan surat keterangan 
NJOP. 

BAB III 
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 

Bagian Kesatu 
Dasar Penerbitan SKPD 

Pasal 29 

Kepala BPPKAD dapat menerbitkan SKPD dalam hal-hal 
sebagai berikut : 
a. SPOP tidak disampaikan Wajib Pajak dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah Wajib 
Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPKAD; 
atau 

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari 
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak. 



Pasal 30 

(!) Penerbitan SKPD dalam ha! sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan paling lama 15 
(lima belas) hari setelah tanggal surat teguran 
diterima Wajib Pajak. 

(2) Penerbitan SKPD dalam ha! sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf b didasarkan atas laporan hasil 
pemeriksaan kantor atau lapangan yang dilakukan 
oleh Kepala BPPKAD. 

Bagian Kedua 
Penandatanganan SKPD 

Pasal 31 

Penandatanganan SKPD dilakukan 
Organisasi Perangkat Daerah dengan 
basah. 

Bagian Ketiga 

oleh 
tanda 

Kepala 
tangan 

Penyampaian SKPD dan Tanggal Jatuh Tempo 
Pembayaran Pajak 

Pasal 32 

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung 
atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan, 
kelurahan/desa atau pedukuhan. 

Pasal 33 

(!) Tanggaljatuh tempo pembayaran pajak yang terutang 
ditentukan da!am jangka waktu paling lama I (satu) 
bulan sejak diterbitkan SKPD. 

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang 
dituangkan dalam SKPD. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 34 

Hal-ha! yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan 
Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPPKAD. 



Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

Ditetapkan di : Sumenep 

pada tanggal : 0 4 APR 2022 
ENEP 

!)iundangk.ao dalam Berita Daerab 

•. K:ibupateo Sumeoai "'"11 
Tanggal: (\ I ~ 0 LU 
Tahun : l~ .:2.4 No· r : \ , 

Sckr1.:ari >::Ji 
I.M.Si 

I 
I 
I 

~ 



LAMPIRAN I Peraturan 
Nomor 
tanggal 

BElfTUK DAN ISi FORMULIR SPPT 

HAL.AMAN DEPAN SPPT 

W a.ma dasar hijallj 
Backgroud logo Pem,kab. Sumenep 

HALAMAN BELAKANG SPPT 

Bupati Sumenep 
i .> Tahun 2022 
0 4 APR 2022 



LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor : I~ Tahun 2022 
Tanggal : 0 4 A p R 2022 

BLANKO S1RAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PEMERINT AH KABUl ATt:lN SUMENEP SKPD Noruor Urnt 

NAMA OPD 
(SURAT KBTETAPAN PAJAK DAERAII 

PAJAK BUMT DAN BANGUNAN) ················ 
JI. Kamboj1 No 29 TAHUN ................................. 

Tclp. (0328)661995-6, 1925 Fax. 661995 

Nama 

Alamat 

NOP : 

Tonggal Jatuh Tempo : 

No Rckcning I Rin1..-ian Jwulah (Rp.) 

I 
I Jumlah Kch;tapan Pokok PBB 

Jumla.h Sariksi . a . Bungo 

I b. Kcnaikan 

Jumlah Kt:sduruhan 

Oengan Huruf 

,_1\:rhatian : 
a Harap JX,"llyctoran llilokukau ke rekening Kas Umum 

Refercnsi Pcmc intuh Kubuputcn Sumene11 
Dat:rab Kabupalcn Sumcncp mclalu i Bank 

b. Apahila SKPD ini rdak 11t11u 
scbesar 2 % per bu1r"1 

kurang dibayar 1>cldah jalwl tcntpo dikcnnknn i-nnksi o.dministr11si herupa bu.nga 

Su1nencp, ...... ........ ........ 

KEPALAOPD 
KARlJPATEN SlJMENEP 

...... .......... .... ...... ... 

--------------·•••;-•·-• --------------------- --- ( i untinl{ disini -------------------------------------------- ---

NOP 

Nama 

Alamat . . , .. , ....... ··· ······························""'"'''''''''""' 

No. SKPD PBB ... ..... . ... .. 

Sumenep, .......................................... . 
Yang mi:oerima, 

ACHMAD FAUZI 



LAMPIRAN Ill: Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor : l ~ Tahun 2022 
Tanggal: fl ~ APR 2022 

BLANKO SURAT TAGHIAN PA.JAK DAERAH 
PAJAK BUMIDAN BANGUNAN 

l'EMERINT Al I KABUP A TEN SUMENEP 
SURAT T AGillAN PAJAK DAER AH 

PAJAK BVMl DAN BANGUNAN 

NAMAOPD TAHUN ... ········ .... .. . ... 

n. Kamboja No 29 Telp. (0328) 61995• 
661995 Fax.661995 

Nama 
Alamat 
NOP 
TanssaJ Jatuh Tempo 

NomorUrut 
.... ...... ····-

I. Berdasarkan Pa.sal 98 ayar (1) Peraturan Daer ah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak naerah, telah dilllkukan 
penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban · 
Ayat Pajak ... , ................... , .............. , .. 
Nama Pajak ................... .... ................ 
NOP . ··· ············· .. . ········· 

II. Dari penclitian dan atau pemeri.ksaan tersebut di atas, peng hitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai 
berikut : 
1. Pajak yang kurang bayar Rp. ·············. . .. ............ ............ 
2 . Sanksi administrasi 

Runsa sebesa.r 2% (dua persen) perbulan Rp. ········ "·''"'"'" " *"""" '' "" ' " .. ...... ... 

3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp . . .. ........ ................................ 
Oeugan Huruf I I 

I 

PERHATJAN : 

I. llarap pc nyctoran dilakukan ke rekening Kas U mum Daerah Pemerintab Kabupaten Sumcncp melalui B11.nk Referensi 
Pemerintah Kabupatep Sumenep dengan menggunakan Surat Seturan Pajak Daerab (SSPD PD8). 

2. Apabila STPD PBB ipi tidak atau kurang dibayar setelah lcwat jatuh tempo paling luma 30 bari sejak STPD PBB ini diterima 
dikenakan sanksi adrrlinistrasi herupa bunga sebcsar 2% perbulan. 

I Sumenep, .................................. 

KEJ>ALAOPD 
KABUPATENSUMENEP 

~ ........ ' ................... ....................... 

•···································•······························ (;unting disini ..................................................................................... . 

NPWPD 
Na.ma 
Alama.t 

TANUJ\TERIMA 
No. SKPD PBB : ...... .... .... .. . .................. . 

Sumcncp, ..... ... ... ............... . 
Yang Mcnerima 

ENEP 



LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Sumenep 
Nomor : '~ Tahun 2022 
Tanggal: Q 

4 - - APR 2022 

Bentuk dan Isi Surat Keterangan NJOP 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP ° FonnuliC[J I I I I I I I I I 

SUBAT PEIIBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), 
diisi oleh Wajib Pajak Seri tanda silang pada kolom 
yang sesuai 

NAMAOPD : 

I. JENIS TRANSAKSI D I Perekaman Data D 2 Pernutakhiran Data D 3 Penghapusan Data 

2. NOP 

3. NOP BERSAMA 

PR OT 11 KEC 

CTICIJI I I 
[IJ[IJI I I 

KEUDES BLOK NO URUT KODE 

11 I I 11 I I 11 ICJ 
11 I I 11 I I 11 I [J 

A. /NFORMASI TAMBAHAN UNTUK DA TA BARU 

4. NOP ASAL 

5 1'.0 SPPT LAMA 

rnrn11111 
I I I I I 

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK 

I I .......... I .___.__,I .......... 1 ............... ~I [J 

6 NAMAJALAN 7 BLOK / KA V / NOMOR 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
8 KELURAHAN /DESA 9 RW I0. RT 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DJ 1 1 I I 

C. DATA SUBJEK PAJAK 

11 STATUS □ I. Pemilik □ 2 Penyewa 

12. PEKERJAAN □ I . PNS•) □ 2. ABRI•) 

13 NAMA SUBJEK PAJAK 

D 3 Pengelola 

D 3. Pensiunan•) 

D 4 Pemakai 

D 4 Badan 

D 5 Sengketa 

D 5. Lainnya 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
15 AMAJALAN 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I 
17 KELURAHAN/DESA 18. RW 19 RT 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I DJ 111 1 
20. KABUP ATEN I KOT AMADY A - KODE POS 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
21 . NOMOR KTP 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 



I I I I I I I I I I I 
22.LUASTANAH □ □ 

24. JENI$ TANAH I. Tanah + 
Bangunan 

2. Kavling 
Siap Bangun 

□ 3. Tanah Kosong 

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan 

''"';'~ 

23.ZONANILAITANAH [I] 

0 4. Fasilitas Umum 

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk Lampirannya adalah jelas,benar dan lengkap 
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012. 

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ 
KUASANYA 

PETUGAS PENDATA 

29. TANGGAL (TGUBLN/THN) 'I Tl '!-,ilrrl Tl-.tl-!.-,1 
30. TANDA TANGAN 

31. NAMA JELAS 

32. NIP I I I I I I I I I I 

27. TANGGAL 28. T ANDA TANG AN 

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG : 

29 T ANGGAL (TGUBLNITHN) I I I 1 I I 1 I I 
30. T ANDA TAN GAN 

31. NAMAJELAS 

32.NIP I I I I I I I I I I 

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK 

KETERANGAN : 

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak 
(tanpa ska la), yang dihubungkan dengan jalan raya/ 
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang 
mudah diketahui oleh umum. 

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, 
Selatan, timur dan barat 

Contoh Penggambaran 

__J 

I IKarno 
Burhan 



LAMP/RAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
Noformuli, [I]!!!!!!!! I 

I. JENIS TRANSAKSI l. Perekaman Data D 
4. Penilaian individual 

2. Pemutakhiran Data D 3.Penghapusan Data 

PR DI JI KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3. n.JMLAH BNG 

2.NOP 

5. JNS PENGGUNAAN D 1. Perumahan 
BANGUNAN 

D 2. Perkantoran Swasta 

6. LUAS BANGUNAN 

(M2) 

8. THN DIBANGUN 
9. THNDIRENOVASI 

IL KONDISI PADA 
UMUMNYA 

12. KONSTRUKSI 

13. ATAP 

14. DINDING 

15. LANT AI 

16. LANGIT.LANGIT 

17. JUMLAH AC 

19. LUAS KOLAM 
RENANG(M2) 

21.JUMLAH 
LAPANGAN 
TENIS 

D 4. Toko/ Apotik/Pasar/Ruko 

0 7. HoteVWisma 

D 5. Rumah Sakit/Klinik D 6. Olah Raga/Rekreasi 

D 8. Bengkel/Gudang/Pertanian D 9. Gedung Pemerintah 

D I O.Lain•lain D II.BngTidak.KenaPajak D 12.BangunanParkir 

D 13.Apartemen D 14.Pompa Bensin O 15.Tangki Minyak 

16.Gedun Sekolah 

I I I I I I I I I I I 
I I l I I 
I I I I I 
O 1. Sangat D 2. Baik 

Baik 

0 L Baja D 2. Belon 

D L Decrabon/ 0 2. Gtg Beton/ 
Bet on/ Aluminium 
Gtg Glazur 

0 I. Kaea/ 0 2. Beton 

□ 
□ 

Aluminium 

6. Tidak Ada 
1. Manner 0 2.Keramik 

7. JUMLAH LANT Al [I] 

IO~;;A~':.,,n;;~WATT) I I I I I I I I I I I 
D 3. Sedang O 4. Jelek 

0 3. Batu Bata □ 4. Kayu 

D 3. Gtg Biasa/ 0 4. Ashes 0 5. Seng 
Sirap 

0 3. Batu Bata/ □ 4 Kayu 0 5. Seng 
Conhlok 

O 3. Teraso □ 4. UbinPC/ 
Papan 

0 5. Semen 

□ I. Akustik/ 
Jati 

D 2. Triplek/ Ashes 
Bamhu 

0 3. TidakAda 

[I] Split 

I I I I I 
0 I. Diplester 

DGNLAMPU 
[I] Beton 

ITJ Aspat 
[I] Tanah Liat/ 

Rum ut 

[I] Window 

D 2.Dengan 
Pelapis 

TNPLAMPU 

[I] 

ffi 

18. AC Sentral □ L Ada 02. TdkAda 

20. LUAS PERKERASANHALAMAN (M2) 

! ! I ! ! I Ringan ! ! ! I ! !Bernt 
j j j j j j Sedang j j j j j j Deng~n Penutup 

Lanta1 
22. JUMLAH LIFT 
[]J Penumpang 

DJ Kapsul 

DJ Barang 

23. JUMLAH TANGGA 
BERJALAN 

Lhr< 0,80M 

Lhr> 0,80 M 
□□ 
□□ 

24 PANJANG PAGAk I j j I I 
(M) 

BAHANPAGAR 

25.PEMADAM 
KEBAKARAN 

D 1. Hydrant 
D 2. Sprinkler 
03_ Fire Al. 

01. Ada 
DI.Ada 
□ I.Ada 

□ 2. Tidak ada 
□ 2. Tidak ada 

26. JML.SALURAN 
PES.PABX 

D t. Baja/Besi □ 2.Bata/ 
Batako 

27. KEDALAMAN SUMUR 

ARTESIS~,-!,,,== 

0 PABRJK/BENGKEUGUDANG/PERTANIAN (JPB~3/8) [I] 
28. TINGGI KOLOM (M) [I] 29. LE BAR BENT ANG (M) 

~~Jr A ~~~G I I I I I 31 ~~g,;g M ~I ~I ~I ~,~1 32. LUAS MEZZANINE 
M2 

□ 2. T1dak ada 

I I I I I 



• D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD 

0 PERKANTORAN SW ASTA/ GEDUNG PEMERINT AH (JPB=2/9) 
33. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1 0 2. Kelas 2 0 3. Kelas 3 0 4. Kelas4 
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4) 
34. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1 0 2. Kelas 2 0 3. Kelas 3 
0 RUMAH SA.KlT / KLINIK (JPB=S) 
35. KELA$ BANGUNAN O 1. Kelas 1 0 2. Kelas 2 0 3. Kelas 3 D 4. Kelas 4 

36. LUAS KMR ONG I ! I ! ! ! 
ACSENTRAL 

0 OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6) 
38. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas 1 □ 2. Kelas 2 
0 HOTEL / WISMA (JPB=7) 

37. LS RUANO LAIN DNG 
ACSENTRAL 

39. JENIS HOTEL O l . Non-Resort O 2. Resort 

I I I I I I 

40. JML BINTANG O 1. Bintang 5 02. Bintang 4 03. Bintang 3 0 4. Bintang 1-2 05 Non 
Bintang 

41. WMLAH KAMAR I ! ! ! I 42. LUAS KMR DNG 
ACSENTRAL 

1 j ! ! ! 1 43. LS RUANO LAIN DNG I ! I I I 
ACSENTRAL 

0 BANGUNAN PARKIR (JPB=12) 
44. TIPE BANGUNAN □ l . Tipe 4 □ 2. Tipe 3 □3. Tipe 2 □ 4. Tipe I 

0 APARTEMEN (JPB= l3) 
45. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas l O 2. Kelas 2 D 3. Kelas 3 D 4. Kelas 4 

46. JML APARTEMEN I I I I I I 47.LUAS APT ONG l I I I I I 48. LS RUANO LAIN ONG I I I I I 
AC SENTRAL M2 AC SENTRAL M2 

OTANGKI MINYAK (JPB= lS) 

49. KAPASITAS TANGKI .-1 T""I -r-1 _l_l__,l so. LETAK TANGKI D 1. ~~= 02. DiBawah 
Tanah 

0 GEDUNG SEKOLAH (JPB=l6) 
51. KELAS BANGUNAN O 1. Kelas l O 2. Kelas 2 

54. TGL KUNJUNG 
KEMBALI 

55. TGL PENDATAAN 

56. TANDA TANGAN 

57. NAMAJELAS 

58. NIP 

I I 1, I I ltl I I 

I I ltl I ltl I I 

I I I I I I I I I 

MENGET AHUI PEJABAT YANG BER WEN ANG 

59. TGL PENELITIAN I I I J! I I, I ! I 
60. TANDA TANGAN 

61. NAMA JELAS 

62. NIP I I I I I I I I I 


